
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/059/2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ATAU UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DANA  BELANJA HIBAH,

BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN 
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan  Peraturan  Bupati Kudus  Nomor 31 Tahun
2011  tentang   Tata  Cara  Penganggaran,  Pelaksanaan  dan
Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  24  Tahun  2013  tentang
Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  31
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
dan  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  1  Tahun  2015  tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 serta dalam
rangka kelancaran pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,
Bagi  Hasil,  Bantuan  Keuangan,  dan  Pembiayaan,  perlu
menetapkan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah  atau  Unit  Kerja  Penanggungjawab  Pengelolaan  Dana
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor   47,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4400 );

6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015  Nomor  24,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  tentang
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Pengendalian Jumlah Kumulatif  Defisit  Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Negara,  dan  anggaran  Pendapatan  dan  belanja
Daerah,  serta  Jumlah Kumulatif  Pinjaman Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4502),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005  tentang Pinjaman
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2005
Nomor  136,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun
2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005  tentang Pedoman
Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang Pedoman
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2005
Nomor  165,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4593); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia   Tahun  2006  Nomor  25,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012   tentang  Hibah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2012
Nomor  5, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5272);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008  tentang
Tata  Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang
Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  450)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri
Nomor  39  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

23. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  9  Tahun  2014 
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran   Daerah   Kabupaten  
Kudus Tahun  2014  Nomor  9);

24. Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor 31 Tahun 2011  tentang Tata
Cara  Penganggaran,  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan,
Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  serta  Monitoring  dan
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25.

Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor  31) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Ketiga  atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata
Cara  Penganggaran,  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan,
Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  serta  Monitoring  dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 24);

Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  25  Tahun  2014  tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2015  (Berita  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor  25);

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:

:

:

:

:

Alokasi  Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  atau
Unit  Kerja  Penanggungjawab  Pengelolaan  Dana  Belanja  Hibah,
Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan
di  Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2015,  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  atau  Unit  Kerja  sesuai
bidang tugas dan wewenang masing-masing, wajib mengelola dana
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini  dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Maret 2015  

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A
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Tembusan :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di  lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus terkait.
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